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BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun
Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah(Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan  Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak-Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6057);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor
13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah  Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 28);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 83);

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 12);



33. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tegal Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal
Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL
Dan
BUPATI TEGAL
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran
2018 semula berjumlah Rp. 2.797.963.512.000,00 berkurang sejumlah
Rp. 33.816.173.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.764.147.339.000,00 dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.615.959.568.000,00

b. Bertambah Rp. 28.422.135.000,00

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 2.644.381.703.000,00
2. Belanja Daerah :

a. Semula Rp. 2.789.114.512.000,00

b. Berkurang Rp. (33.845.173.000,00)

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 2.755.269.339.000,00
Surplus/ (Defisit) (110.887.636.000,00)

3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
1) Semula Rp. 182.003.944.000,00
2) Berkurang Rp. (62.238.308.000,00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 119.765.636.000,00
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 8.849.000.000,00
2) Bertambah Rp. 29.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 8.878.000.000,00
Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 110.887.636.000,00
Sisa lebih Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 399.909.505.000,00
2) Bertambah Rp. 18.920.984.000,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan
Rp. 418.830.489.000,00




b. Dana Perimbangan
1) Semula Rp. 1.533.280.729.000,00
2) Bertambah Rp. 22.824.955.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan
Rp. 1.556.105.684.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
1) Semula Rp. 682.769.334.000,00
2) Berkurang Rp. (13.323.804.000,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan
Rp. 669.445.530.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah
1) Semula Rp. 96.590.344.000,00
2) Bertambah Rp. 8.937.810.000,00
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan

Rp. 105.528.154.000,00

b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 21.968.290.000,00
2) Bertambah Rp. 4.645.200.000,00
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan
Rp. 26.613.490.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 21.186.048.000,00

2) Berkurang Rp. (141.081.000,00)

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Setelah Perubahan Rp. 21.044.967.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 260.164.823.000,00

2) Bertambah Rp. 5.479.055.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah

Perubahan Rp. 265.643.878.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp. 36.381.885.000,00
2) Bertambah Rp. 43.471.520.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan

Rp. 79.853.405.000,00

b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 1.144.494.182.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

Rp. 1.144.494.182.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 352.404.662.000,00
2) Berkurang Rp (20.646.565.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan
Rp. 331.758.097.000,00




(4) Lain lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp. 152.846.800.000,00
2) Bertambah Rp 0,00
Jumlah Hibah setelah Perubahan Rp. 152.846.800.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp. 188.026.177.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi Setelah
Perubahan Rp. 188.026.177.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula Rp. 25.000.000.000,00
2) Berkurang Rp. (14.130.610.000,00)
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya Setelah perubahan Rp. 10.869.390.000,00
d. Dana Insentif Daerah (DID)
Semula Rp. 35.000.000.000,00
Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Insentif Daerah (DID) Setelah Perubahan

Rp. 35.000.000.000,00
e. Dana Desa

1) Semula Rp. 281.896.357.000,00
2) Bertambah Rp. 806.806.000,00

Jumlah Dana Desa Setelah perubahan Rp. 282.703.163.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp. 1.581.068.842.000,00
2) Berkurang Rp. (10.397.381.000,00)
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan
Rp. 1.570.671.461.000,00

b. Belanja Langsung
1) Semula Rp. 1.208.045.670.000,00
2) Berkurang Rp. (23.447.792.000,00)
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan
Rp. 1.184.597.878.000,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 1.034.303.823.000,00
2) Berkurang Rp. (13.365.050.000,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 1.020.948.773.000,00

b. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 68.947.218.000,00
2) Bertambah Rp. 3.793.210.000,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan
Rp. 72.740.428.000,00




c. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 20.632.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan
Rp. 20.632.000.000,00
d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa
1) Semula Rp. 10.029.933.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa Setelah Perubahan Rp. 10.029.933.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
1) Semula Rp. 441.155.868.000,00
2) Berkurang Rp. (825.541.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Setelah Perubahan
Rp. 440.330.327.000,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 6.000.000.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan
Rp. 6.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 120.353.474.000,00

2) Bertambah Rp. 845.565.000,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
Rp. 121.199.039.000,00

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula Rp. 580.488.451.000,00

2) Bertambah Rp. 12.192.186.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
Rp. 592.680.637.000,00

c. Belanja Modal
1) Semula Rp. 507.203.745.000,00

2) Berkurang Rp. (36.485.543.000,00)

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan
Rp. 470.718.202.000,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula Rp. 182.003.944.000,00

2) Berkurang Rp. (62.238.308.000,00)

Jumlah Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan
Rp. 119.765.636.000,00

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp. 8.849.000.000,00

2) Bertambah Rp. 29.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan
Rp. 8.878.000.000,00




(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. SiLPA
1) Semula Rp. 169.163.402.000,00
2) Berkurang Rp. (62.238.308.000,00)
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan
Rp. 106.925.094.000,00

b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula Rp. 12.840.542.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan
Rp. 12.840.542.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 8.849.000.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah

Perubahan Rp. 8.849.000.000,00
b. Pengembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD

Puskesmas

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 29.000.000,00
Jumlah Pembalian Biaya Administrasi Pembukaan Rekening BLUD
Setelah Perubahan Rp. 29.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari :

1.

2.

Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi;

Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi
Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan ;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintah Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah, Program dan Kegiatan ;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI  Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per-Jabatan;

Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.



Pasal 6
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 17 Oktober 2018

Plt. BUPATI TEGAL,
WAKIL BUPATI,

UMI AZIZAH
Diundangkan di Slawi
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL, PROVINSI
JAWA TENGAH : (6/2018)



